BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINS| SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR of TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang
memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
X RATRT & x| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
| Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4346);

r“, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
; Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

=@ Tghun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

PARAF KOC r ‘! Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tgrgn(;t;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
<. ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor
38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalahBupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah

__Kabupaten Serdang Bedagai.
K. 29 ’1‘—iﬁébéi§fb}ateadalah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
5 Insp;;kt r adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

. ...6.. Piage engawasan Internal (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal
REAEEE ] negaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi
____pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan

E’Gméri tah Kabupaten Serdang Bedagai dan memuat tujuan, wewenang, dan
utasngguas jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal

~ Pemerintah.
7. Aparat Penga{zvasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah

instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan
internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PR Aparat' Pengawas ~addlah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan

-Fungsigal Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah, Auditor
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10.

(1)

(2)

Kepegawaian dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung
jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan
pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka
meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.

Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan,
melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata
kelola APIP.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Internal memuat :
a. kedudukan dan peran Inspektorat;

o

. visi dan misi Inspektorat;

. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;

[o NN @]

. kewenangan Inspektorat;

@)

. tanggung jawab Inspektorat;

=

tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;

. kode etik dan standar audit APIP;

= 0Q

. persyaratan APIP Inspektorat;

[e—ey
.

larangan perangkapan tugas'dan jabatan’APIP;

j. hubungan kerja dan koordinasi; dan |
it KARAC i
i KRADAG ?

Isi dan penjelasan Piagam Péngawasan I:Jnt(Xnal» sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan baglag‘l tldak*terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

t PER-UU-AN | k

k. penilaian berkala.




Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 12 2uni 20F
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

s

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 12 Suni 0%

SEKRETARIS DAERAH TEN SERDANG BEDAGALI,

HA I NO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 20/iNOMOR 2.£
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

%

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL APIP

1. PENDAHULUAN
a. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan
dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung
jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP).

b. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen
Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas
penyelenggaraan  pemerintahan di  lingkungan Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT
Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
a. Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja.

b. Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
c. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

d. Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan
dari Sekretaris Daerah.

e. Aparat pengawas Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur
melalui Inspektur Pembantu.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

i@ VIS -
LA MIN ATerwujudnya pengawasan  internal  yang  berkualitas  dan
~————professional menuju tata kelola pemerintahan yang unggul, inovatif,

., an berkelanjutan
| |
b Misi :
i Terbentuknya aparatur pengawas yang kompeten, yang
bertujuan untuk:
A% ' - meningkatkan cakupan pengawasan,;
- meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan
° pada objek pemeriksaan;
b. tersedianya pelayanan prima terhadap pengaduan public, dengan
: tujuan untuk meningkatkan penyelesaian pengaduan publik;
PAR !35: KQOterciptahgdl sistem informasi pengawasan yang dapat diakses

atael‘c dengan tujuan untuk menyediakan informasi
1“ 4 inﬁ aé y%mg dapat diakses masyarakat;
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d. tersedianya fasilitas pengawasan yang memadai, dengan tujuan
untuk menyediakan fasilitas kerja pengawasan.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian  tugas
pengawasan.

APIP melaksankan tugas pokoknya dengan efektif, dengan menjalankan
fungsi :

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah; dan

c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal

secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan,
dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal,;

_ b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada
WIIN / satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang

e ee@iperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan,;
}c menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati
| &{dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
d.'‘melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan APIP eksternal.

 —— e~mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan
| % \G | ekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
ERUEAN ¢ [Senerapkan  teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi

tujuan pengawasan internal;

g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang
diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka pelaksanaan

PARAF IKClngstpengayasan internal; dan |
/ erikan | quality assurance dan/atau consulting, yaitu untuk

I . T08] £
M4 [ﬁae?ﬂ:ta(h |Kéyakinan yang memadai dan berkontribusi terhadap
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perbaikan dan memberikan nilai tambah terkait proses pengelolaan
resiko, proses pengendalian dan proses tata kelola.

i. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil
dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan pidana.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat
bertanggung jawab untuk:
a. pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati;

b. memonitor kualitas, integritas dan keandalan proses pelaporan
keuangan;

c. memberi saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja;

d. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas
proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan
mengacu kepada standar audit/pengawasan;

€. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam
hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

f. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan
sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal
secara optimal,

g. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

h. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala
aktivitas mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan

kinerja manajemen.

TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT
Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan internal oleh
Inspektorat adalah :
~a. -meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang
N f*éfektlf dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk

T miewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah

5 aerah.
|
'b. r\gzujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang

h efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

‘ Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal tersebut,
| r!maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

1) Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah;

2) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pe}meqntah Daerah;

P”\S‘i”‘ K3SD Réf\?i@&a;té:sjgﬁnyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

<

— kg&gf‘“ asg %a;dg penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
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5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa
asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam
melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode
Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur kode etik dan standar audit APIP.

9. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT
Persyaratan aparat pengawas yang duduk dalam Inspektorat
sekurang-kurangnya meliputi:

a. Memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;

b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur,
dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis
audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan
bidang tugasnya;

d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;

e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan
manajemen risiko; dan

g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
profesionalisrnenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP;
—e—eee@e-aparat pengawas APIP tidak boleh terlibat langsung dalam
AMIN /pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam

7 kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi
| KABAG § orang APIP.

‘ ) i

| HUKUM :b aparat pengawas APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai

”_F_,f_x__;.)mejabat struktural.

11"HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi
pengawasan internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan
koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), aparat
TZAY Ea,é,"éj,ff\Lzriﬁ”éfﬁa:al lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan aparat
gawasan ekstern.
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a. Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka
hubungan antara Inspektorat dengan SKPD adalah hubungan
kemitraan antara APIP dan auditan/obyek pemeriksaan atau
antara konsultan dengan penerima jasa.

2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit/pemeriksaan
maupun konsultasi), SKPD harus memberikan dan menyajikan
informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

3) SKPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang
diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta
status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai
dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).

1) Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) selaku Pembina penyelenggaraan SPIP
dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian
internal pemerintah yang meliputi:

a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
b) sosialisasi SPIP;

¢) pendidikan dan pelatihan SPIP;

d) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

e) peningl-atan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP).

2) Inspektorat membangun kerjasama dengan Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator APIP
untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

e 3) Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang
/\i‘“I-fJ‘\« A\ Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh BPKP selaku

— éwm-m instan31 Pembina Jabatan Fungsional APIP.

z TR T

E. sﬁektorat dan Instansi Pemerintah Pusat.

h .c | 1)Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-
' PER-UU-AN | ’Gpératuran di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi
| Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan
program perngerwasen InsSpRK ok,

2) Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam
pelaksanasn tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi

P f\ %\. E,{;Orngeng“eﬁalmﬂgebuakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan

fonal,” | cfan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan
awasan,




3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik
maupun laporan hasil pengawasan.

d. Inspektorat dan Aparat Pengawasan Ekstern

1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan
ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia
data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat
pembahasan temuan audit.

2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan
ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan
Inspektorat.

3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang
disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan
pengawasan. hagi Inspekforat terhadan nenyelenggaran fu1gas
dan fungsi SKPD.

4) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan.

12. PENILAIAN BERKALA
a. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang,
~dan - tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap
W A
{memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat
i ~ mencapai tujuannya.

IR A A AR
1 {, A

1

ﬁ asil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan
7 ikomunikasikan dengan Bupati.

ks‘ | BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN
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